PERATURAN DALIIRAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH

Menimbang

Mengingat

b

()

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN R AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Bahwa sebagui pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 cnatang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Pcrangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja
Dinas-dinas iYaerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

Bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah
Propinsi K..imantan Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Propinsi Kaiimantan Tengah ;

Undang-und: ..¢ Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra liagkat | Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 62, :1mbahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;

Undang-undung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran “.cgara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 38

Undang-unceng Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pero iontah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72. " unbahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang-una..ie Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran — ceara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 30+

Undang-un. . .2 Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 8 - .un 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tal. 1 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890) ;

Peraturan | ..crintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawal N¢ eri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun
1994 Nom«. 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;

Peraturan | crintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai M 11 Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan 1 abaran Negara Nomor 1547) ;
Peraturan ! acrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  an Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran
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Menetapkan

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Ducrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

10. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Pcrundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
70) 5

Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TEENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DALERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Jacarh ini yang dimaksud dengan :

I, Daerah adalah Dacerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

2. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain scbagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Gubernur adalah gubernur Kalimantan Tengah ;
4. Sekretaris Ducrah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
5. Dinas Dacrali adalah Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas
Dacrah yang teroini dari

Dinas Kehut nan -

Dinas Pertaniun :

Dinas Pertambangan dan IEnergi ;

Dinas Kelaut:n dan Perikanan

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi ;

Dinas Peker:ian Umum

Dinas Perincustrian dan Perdagangan ;
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8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Menengah ;
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
I'1. Dinas Kesejahteraan Sosial ;
‘f 12. Dinas Perkebunan ;
i‘ 13. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya ;
I4. Dinas Tenaga Kerja ;
I3. Dinas Pendapatan Daerah :
6. Dinas Kehewanan
17. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi ;

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas-dinas Dacrah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

BAB 1V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Kehutanan
Paragraf Pertama
Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas  Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang kehutanan. '

Pasal §

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan ;
Penyelenggaraan pemanfaatan hutan ;
Penyelenggaraan pembinaan hutan
Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
Penyelenggaraan izin usaha hutan ;
Penvelenggaraan urusan ketata usahaan.
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Paragrat Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Kehutanan terdiri dart ;

a.
b.
C.

d.

a

Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;
Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Perlengkapan ;
Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
Sub Bagian Umum dan Ortal.
Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari :
Seksi Rencana Karya Kehutanan ;
Seksi Data dan Inventarisasi ;
Seksi Pemetaan Kawasan Hutan ;

4. Seksi Perencanaan dan Pemrograman Kehutanan.
Sub Dinas Bina Usaha Kehutanan yang terdiri dari :
Seksi Rencana Pengusahaan Hutan ;

Seksi Sarana Hutan ;
Seksi Tenaga Teknis Pengusahaan hutan ;

4. Sekst Aneka Guna Pengolahan Hasil Hutan.
Sub Dinas Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan yang terdiri dari :
Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi ;

Seksi Konservasi ;

Sekst Penyuluhan ;

Seksi Hutan Kemasyarakatan/Perhutanan Sosial.
Sub Dinas Produksi Hasil Hutan yang terdiri dari :

1. Seksi Legalitas ;

2. Seksi Pungutan luran Hutan ;

3. Seksi Pungutan Hasil Hutan ;

4. Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Informasi Kehutanan.
Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang terdiri dari :
Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan ;

Seksi Perlindungan ;
Seksi Perundang-undangan ;

4. Seksi Polisi Kehutanan ;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Kedua

Dinas Pertanian
Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 8

Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Penyediaan dukungan dan pembinaan teknis prasarana dan sarana tanaman pangan dan
"~ hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya ;
¢. Penctapan standar teknis, pelayanan minimal, pengaturan dan bimbingan teknis
pengembangan produksi serta penaggulangan eksplosi hama penyakit tanaman pangan
dan hortikultura antar Kabupaten/Kota ;
d. Penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional dan pembinaan teknis penyuluhan tanaman
pangan dan hortikultura ;
¢. Pengaturan pelaksanaan dan pembinaan teknis promosi, pengolahan dan pemasaran hasil
serta dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang tanaman pangan dan
hortikultura ;
? f.  Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.

Paragraph Kedua
- Susunan Organisasi

Pasal 9

Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
Bagian Tata Usaha yang terdiri dari ;
1. Sub Bagian Perencanaan Kerjasama ;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum.
d. Sub Dinas Bina Prasarana dan Sarana yang terdiri dari :
Seksi Pemanfaatan Air Irigasi ;
Scksi Pengembangan Lahan ;
Seksi Alat dan Mesin ;
Seksi Agroinput.
, e. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :
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Seksi Pengembangan Sistem Produksi ;

i,

2. Seksi Pengembangan Sistem Pembenihan ;
3. Seksi Perlindungan ;

4. Seksi Tanaman Hias, Obat-obatan dan Gizi.

Sub Dinas Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan ;
2. Seksi Pengembangan Penyuluhan ;
3. Seksi Kelembagaan Petani.

Sub Dinas Bina Usaha Tani, terdiri dari :

. Seksi Permodalan ;

2. Seksi Promosi dan Investasi ;
3. Seksi Pengolahan Hasil ;

4. Seksi Pemasaran Hasil.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Dinas Pertambangan dan Energi
Paragraf pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

a.

2.0 o
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Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Pengelolaan wilayah pertambangan ;

Pembinaan pertambangan ;

Pembinaan pengusahaan listrik dan energi ;

Pemberian ijin usaha pertambangan ;

Pemberian ijin usaha ketenagalistrikan ;

Pemberian ijin usaha migas ;

Pembinaan K3 dan lingkungan pertambangan dan energi ;

Pelayanan jasa pertambangan dan energi ;

Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.
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Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari ;
1. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan ;
Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum.
d. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
1. Seksi Geologi Umum dan Kelautan ;
2. Seksi Geologi Tata Lingkungan ;
3. Seksi Sumber Daya Mineral ;
4 4. Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey.
e. Sub Dinas Pertambangan Umum, terdiri dari :
1. Seksi Bina Usaha Pertambangan Umum ;
Seksi Bimbingan Teknis dan Konservasi Pertambangan Umum ;
Seksi Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
Pertambangan Umum.
f. Sub Dinas Migas, Listrik dan Energi, terdiri dari :
1. Seksi Bina Usaha Migas, Listrik dan Energi ;
Seksi Pengembangan Milisen ;
Seksi Bintek dan Konservasi Migas, Listerik dan Energi ;
‘ 4. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Milisen.
g. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Usaha dan Teknik ;
2. Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah ;
3. Seksi Pengawasan dan Kesehatan Kerja ;
4. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i.  Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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T Bagian Keempat
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
tugas dekonsentrasi dibidang Kelautan dan Perikanan.
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Pasal 14

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;

Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani nelayan ;
Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati ;
Pengembangan prasarana perikanan ;

Penyelenggaraan urusan ketata usahaan Dinas.

—o a0 o

Paragraph kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan ;
Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
d. Sub Dinas Bina Prasaran dan Sarana Perikanan terdiri dari :
Seksi Pembinaan Prasarana dan sarana Budidaya ;
Seksi Budidaya ;
Seksi Pembenihan ;
4. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
e. Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya ;
2. Seksi Identifikasi SDI dan Jasa Kelautan ;
3. Seksi Suaka Perikanan ;
4. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
f.  Sub Dinas Bina Sumberdaya Ikan terdiri dari :
' 1. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tawar ;
2. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Tayau ;
3. Seksi Tata Pemanfaatan Perairan Laut ;
4, Seksi Data Potensi.
g. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
Seksi Bimbingan Mutu dan Pengolahan Hasil ;
Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan ;
Seksi Pemasaran ;
4. Seksi Perizinan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 17

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan dan telekomunikasi sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang
perhubungan dan telekomunikasi ;

¢. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang transportasi jalan

d. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi
sungai, danau dan penyeberangan ;

e. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi laut ;

f. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi udara

g. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pos dan
telekomunikasi ;

h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan
masyarakat, tatausaha serta rumah tangga Dinas Transportasi dan Telekomunikasi ;

i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

*‘ Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
¢. Bagian Tata Usaha, terdiri dart :
1. Sub Bagian Perencanaan ;
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Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
Sub Bagian Umum.
d. Sub Dinas Transportasi Jalan, terdiri dari :
1. Seksi Lalu Lintas Jalan ;
2. Seksi Angkutan Jalan ;
3. Seksi Prasarana, Pengawasan dan Pengamanan Jalan ;
4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan.
e. Sub Dinas Transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan terdiri dari :
1. Seksi Lalu lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
2. Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan.

f.  Sub Dinas Transportasi Laut, terdiri dari :

B

1. Seksi Angkutan Laut ;
2. Seksi Kepelabuhan ;
3. Seksi Keselamatan Pelayaran ;

4. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan (GAMAT).
g. Sub Dinas Transportasi Udara, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Udara ;

2. Seksi Keselamatan Penerbangan ;

3. Seksi Teknik Bandar Udara, Fasilitas, Elektronik dan Listrik.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

i Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan umum, Permukiman dan Prasarana
Wilayah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program ;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi ;
d. Pembinaan pengembangan permukiman ;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan ;
f. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan konstruksi ;

Pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ;

a<
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h. Penyelenggaraan urusan ketatusahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.
d. Sub Dinas Bina Perencanaan dan Program terdiri dari :
Seksi Program dan Anggaran ;
Seksi Perencanaan Umum ;
Seksi Tata Ruang Wilayah ;
Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
¢.  Sub Dinas Pengembangan Prasarana Transportasi, terdiri dari :
Seksi Perencanaan Teknik Prasarana Transportasi ;
Seksi Jalan ;
Seksi Jembatan ;
4. Seksi Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
f. Sub Dinas Bina Pengembangan Permukiman terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknik Permukiman ;
2. Seksi Permukiman dan Pengelolaan Bangunan ;
3. Seksi Pengembangan Sarana Lingkungan ;
4. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknik Pengembangan Prasarana Pengairan ;
2. Seksi Prasarana Irigast ;
3. Seksi Pengembangan Prasarana Rawa dan Sungai ;
4. Seksi Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Hidrologi.
h. sub Dinas Bina Konstruksi terdiri dari :
Seksi Pengkajian konstruksi ;
Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis ;
Seksi Pengendalian dan Uji Mutu ;
Seksi Bimbingan Usaha Jasa Konstruksi.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraph Pertama
| Tugas Pokok dan Fungsi

Y Pasal 22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia, Hasil
Pertambangan, Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan ;

¢. Pembinaan Bina Pengkoordinasian pengembangan Industri Aneka ;

d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri ;

¢. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri ;

f.  Pengelolaan laboratorium kemetrologian ;

g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
\ Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
¢. Bagian Tata usaha, terdiri dart :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Hukum dan Umum ;
4. Sub Bagian Kepegawaian.
d. Sub Dinas Industri terdiri dari :
Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan ;
Seksi Industri Kimia dan Industri Pertambangan ;
Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan ;
4. Seksi Industri Aneka.
e. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
1. Seksi Monitoring/Evaluasi Pengadaan dan Penyaluran Barang ;
Seksi Usaha Perdagangan ;
Seksi Ekspor dan Impor ;
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4. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
f.  Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Elektronika ;
2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Makanan ;
3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Produk Aneka ;
4. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat.
g. Sub Dinas Metrologi terdiri dari :
1. Seksi Massa dan Timbangan ;
2. Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume ;
3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
4. Seksi Sarana Kemetrologian.
h. Sub Dinas Fasilitasi dan Pengembangan terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Pameran ;
2. Seksi Pembinaan Kerjasama Industri dan Perdagangan ;
3. Seksi Iklim Usaha ;
4. Seksi Sarana dan Prasarana.
i.  Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

Pasal 26

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, Mencengah;

c. Koordinasi penyusunan program dan evaluasi pengolahan data dan informasi
perkoperasian, usaha kecil, menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;

d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di
bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah ;

e. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di
bidang fasilitasi dan simpan pinjam Koperasi Usaha Kecil, Menengah ;

f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.
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Paragraph Kedua
Susunan Koperasi

Pasal 27

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub Bagian Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Hukum ;
4. Sub Bagian Umum dan Humas.
d. Sub Dinas Program, data dan Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Program ;
2. Seksi Data dan Informasi.
e. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ;
2. Seksi Perikanan dan Peternakan ;
3. Seksi Industri dan Jasa.
f.  Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Industri Pertanian ;
2. Sekst Industri Non Pertanian ;
3. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
g. Sub Dinas Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam terdiri dari :
1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan ;
2. Seksi Penilaiana Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
Dinas Kesehatan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Ksehatan.
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Pasal 29

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang
i di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. Koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi
kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan ;
c. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan
kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan ;
d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan dasar,
rujukan dan khusus ;
e. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan
tradisional ;
f. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan,
teknologi kesehatan dan gizi ;
g. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi
kesehatan dan gizi ;
h. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, JPKM, kesehatan
keluarga dan gizi ;
i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Keschatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
‘ . Wakil Kepala Dinas.
‘ c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;
} 1. Sub Bagian Umum.
\ 2. Sub Bagian Keuangan ;
l 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Hukum dan Humas.
d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
1. Seksi Penyusunan Program ;
2. Seksi Data dan Informasi ;
3. Seksi Penyusunan Anggaran ;
4. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
¢. Sub Bagian Penanggulangan Penyakit, terdiri dari :
1. Scksi Survalilans Epidemiologi ;
2. Seksi Penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) :
3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
4. Seksi Kesehatan Lingkungan.
f. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kesehatan Dasar ;
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2. Seksi Pembinaan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
3. Seksi Pencegahan Penyakit ;
4. Seksi sertifikasi Teknologi Kesehatan dan Gizi.
Sub Dinas Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan ;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
4. Seksi Obat dan Alat Kesehatan.
Sub Dinas Promosi Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
3. Seksi Gizi ;
4. Seksi Kesehatan Keluarga.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraph pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunya tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 32

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyar fungsi :

a.

N e ]

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa ;

Pembinaan pendidikan menengah dan perguruan tinggi ;

Pembinaan pendidikan luar sekolah ;

Pembinaan Kebudayaan ;

Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

a.
b.
C.

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perlengkapan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum
Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari :
1. Seksi Penyusunan Rencana Program ;
2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
3. Seksi Monitoring Penyusunan Rencana Program ;
4. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Hubungan Antar Lembaga.
Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Dasar ;
2. Seksi Sekolah Luar Biasa ;
3. Seksi Sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
4. Seksi Sarana dan Prasaran Pendidikan.
Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Menengah Umum ;
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
4. Seksi Perguruan Tinggi dan Pengembangan Pendidikan.
Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pedidikan Luar Sekolah ;
3. Seksi Pendidikan Usia Dini ;
4. Seksi Pendidikan Dasar Sekolah.
Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari ;
Sekst Sejarah dan Nilai Tradisional, Bahasa dan Budaya Daerah |
Seksi Permuseuman :
Sekst Perlindungan, Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala :
Seksi Pengembangan Seni.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Kesebelas
Dinas Kesejahteraan Sosial

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

tugas dekonsentrasi di bidang Kesejahteraan sosial.
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Pasal 35

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a.

L R S

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan social ;

Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi social ;

Pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat ;

Penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat ;

Pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial dan sumbangan sosial ;

Pengelolaan urusan ketatasahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a.
b.
C.

Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian.
Sub Dinas Program, terdiri darj :
1. Seksi Monitoring dan Evaluasi ;
2. Seksi Penyusunan Program ;
3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat ;
3. Secksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan ;
4. Seksi Bimbingan Karang Taruna.
Sub Dinas Bina Rchabilitasi Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat ;
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila ;
3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika.
Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Bimbingan Pekerja Sosial dan Sumbangan Sosial ;
2. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;
3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam ;
4. Seksi Organisasi Sosial.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian KeduaBelas
Dinas Perkebunan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Perkebunan.

Pasal 38

Dinas Perkebunan mempunyai Fungsi :

a.

N
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Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapka oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Penyelengaraan pengolahan perkebunan ;

Pengelolaan dan pemasaran hasil Perkebunan ;

Pembinaan pemanfaatan kebun ;

Pengawasan hasil perkebunan ;

Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan ;

Pembinaan usaha perkebunan ;

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

Dinas Perkebunan terdiri dari :

a.
b.
C.

d.

€.

Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Hukum dan Organisasi.
Sub Dinas Bina Perencanaan, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Statistik ;
2. Seksi Perumusan Program dan anggaran ;
3. Seksi Tata Ruang dan Pemetaan ;
4. Seksi evaluasi dan Pelaporan.
Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
1. Seksi Pembibitan dan Pembenihan ;
2. Seksi Pengembangan dan Standard Teknik Produksi ;
3. Seksi Eksplorasi Produksi ;
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h.

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi

4. Seksi PTO.PPRDIL
Sub Dinas Proteksi, terdiri dari :
1. Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT ;
2. Seksi Pengembangan dan statistik P. OPT ;
3. Seksi Pengendalian OPT ;
4, Seksi Pengendalian dan Pengamanan Kebun.
Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran. terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan dan Standarisasi TPH ;
2. Seksi PTO Pengolahan Hasil ;
3. Seksi Pengendalian Mutu Hasil ;
4. Seksi Pemasaran.
Sub Dinas Kelembagaan dan Sapras, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Usaha ;
2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
3. Seksi Pengembangan dan Investasi ;
4. Seksi Penyuluhan.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Tenis Dinas.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

dan tugas dekonsentrasi di bidang Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 41

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi :

a.

™o oo o

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku ;

Melaksanakan pemberdayaan Pariwisata dan Seni Budaya ;

Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pariwisata dan Seni Budaya ;
Membuat program pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya ;

Pengawasan terhadap pertumbuhan Pariwisata dan Seni Budaya ;

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.
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Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
¢. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum ;
d. Sub Dinas Bina Seni Budaya, terdiri dari :
1. Seksi Pesona Seni Budaya ;
2. Seksi Pesona Seni Kriya dan Rupa ;
3. Seksi Pertunjukan dan Atraksi ;
4. Seksi Pesona Sejarah dan Purbakala.
e. Sub Dinas Bina Sarana dan Obyek Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar ;
2. Seksi Usaha Jasa ;
3. Seksi Rekreasi dan hiburan Umum ;
4. Seksi Obyek Pariwisata.
f.  Sub Dinas Bina Pemasaran, tediri dari :
1. Seksi Promosi dan Pemasaran ;
2. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
3. Seksi Dokumentasi dan Informasi ;
4. Seksi Pengendalian dan Analisa Pasar.
g. Kelompok Jabatan fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempatbelas
Dinas Tenaga Kerja

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas mclaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Tenaga Kerja.

Pasal 44
Dinas Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapka oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
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Menyelengaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan dibidang penempatan dan perluasan
wilayah kerja, dibidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan Industrial dan
syarat kerja, dibidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenaga
kerjaan ;

Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atau rekomendasi pada
pengerah tenaga kcrja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja
maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha ;

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Tenaga Kerja ;

Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja ;

Pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif';
Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap
pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sector ekonom ;

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 45

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

a.
b.
C.

d.

Kepala Dinas ;
Wakil Kepala Dinas ;
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perlengkapan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Umum.
Sub Dinas Perencanaandan Program, terdiri dari :
1. Seksi Rencana dan Program ;
2. Seksi Informasi Ketenaga Kerjaan ;
3. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja ;
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Tenaga Kerja Mandiri ;
2. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja ;
3. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja.
Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja ;
2. Seksi Standarisasi dan Sertifikast ;
3. Seksi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ;
4. Seksi Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja.
Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan ,yang, terdiri dari :
1. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan ;
2. Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja dan Pengusaha ;
3. Seksi Norma Ketenaga Kerjaan dan Jamsostek ;
4. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Kerja.
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h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i.  Unit Pelaksana Tenis Dinas.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

Yasal 47

Dinas Pendapatan Daerah mempunyal fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang  Pendapatan Daerah sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Koordinasi pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;

Penyelenggaraan pungutan Pendapatan Daerah ;

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah ;
Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

e

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
¢. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
4, Sub Bagian Humas.
d. Sub Dinas Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Pendapatan ;
2. Seksi Hukum dan Perundang-undangan ;
3. Seksi Analisa Pelaporan Pendapatan Daerah ;
e. Sub Dinas Pajak dan Restribusi, terdiri dari :
1. Seksi Pajak Daerah ;
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2. Seksi Restribusi Daerah ;
3. Seksi Sengketa dan Doleansi ;
f.  Sub Dinas Badan Usaha Milik Daerah dan Penerimaan lainnya, terdiri dari :
1. Seksi Badan Usaha Milik Daerah ;
2. Seksi Lain-lain PAD ;
3. Seksi Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
g. Sub Dinas Dana Perimbangan , terdiri dari :
1. Seksi Bagi Hasil Pajak ;
2. Seksi Bagi Hasil Sumber Daya Alam ;
3. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
h. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Keuangan dan Material ;
2. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi ;
3. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan.
1. Kelompok Jabatan fungsional.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenambelas
Dinas Kehewanan

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

Dinas Kehewanan mempunyal tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi di bidang Dinas Kehewanan.

Pasal 50

Dinas Kehewanan mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehewanan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapka oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;

¢. Pengelolaan sarana dan prasarana kehewanan ;

d. Pembinaan pengembangan usaha dan agribisnis ;

e. Pembinaan dan pengembangan hewan ;

f. Pembinaan kesehatan hewan dan dan kesehatan masyarakat ;
¢. Pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran ;

h. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan petani ;

i. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan penyuluhan ;
j. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan hewan ;

k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.
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Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

Dinas Kehewanan terdiri dari :

a.

Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala Dinas ;

C.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan ;
4. Sub Bagian Umum.
Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :
1. Seksi Bibit ;
2. Seksi Pakan ;
3. Seksi Budi Daya ;
4. Seksi Penerapan Teknologi, Alat dan Mesin.
Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit ;
4. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
Seksi Permodalan, Promosi dan Investasi ;
Seksi Pemberdayaan Usaha ;
Seksi Pengolahan Hasil ;
Seksi Pemasaran.
Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan ,yang terdiri
dari :
1. Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan dan Penyuluhan ;
2. Seksi Penataan dan Kelembagaan Petani ;
3. Seksi Pengembangan Lahan dan Lingkungan Hidup Hewan ;
4. Seksi Pelestarian dan Perlindungan Hewan.
Kelompck Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

Paragraph Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Transmigrasi.

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Transmigrasi sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

‘b. Pembinaan dan koordinasi penyclenggaraan informasi kependudukan dan potensi
kawasan transmigrasi ;

¢. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi ;

d. Pembinaan dan Koordinasi penyelenggaraan pelayanan mobilitas dan perpindahan
penduduk ;

e. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan masyarakat transmigrasi ;

f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraph Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ; '
b. Wakil Kepala Dinas ;
¢. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Program ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
Sub Bagian Keuangan ;
4. Sub Bagian Umum.
d. Sub Dinas Penyediaan Informasi Kependudukan dan Potensi Kawasan, terdiri dari :
Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi ;
Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
Seksi Analisisi dan Evaluasi ;
Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
e. Sub Dinas Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Penyediaan Areal ;
2. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan dan Amdal ;

2
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3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kawasan ;
4. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan.
f.  Sub Dinas Mobilitas dan Perpindahan Penduduk, terdiri dari :
1. Seksi Identifikasi Penyebaran Penduduk ;
2. Seksi Pengerahan Mobilitas ;
3. Seksi Fasilitasi Penduduk ;
4. Seksi Peningkatan Mutu Keterampilan Transmigrasi.
g. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Motivasi ;
2. Seksi Partisipasi Masyarakat ;
3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Investasi ;
4. Seksi Bina Sosial Budaya.
h. Kelompok Jabatan fungsional.

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB YV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah
sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 56

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 55,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliaannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah  Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 57

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas-dinas Daerah mempunyai kedudukan
scbagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah ;
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(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang
ditetapkan Pemerintah.

] BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 58

(1) Bagan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah adalah sebagaiman tercantum dalam
[.ampiran Peraturan Daerah ini ;

(2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB III
TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi secara vertical serta
horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

Pasal 60

(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan
pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti,
memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 62
Para Kepala Sub Dinas lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas,

selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan
Kepala Dinas kepada Gubernur.
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BAB IX
| KEPEGAWAIAN
| Pasal 62
| (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas,
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah ;
(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku ;
(3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah dilakukan oleh Gubernur dan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas kewenangan masing-masing.

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 64

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya,
akan ditetapkan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah.

Disahkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 NOVEMBER 2000
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Cap/ttd
ASMAWI AGANI
Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 NOVEMBER 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Cap/ttd
A. DJ. NIHIN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 52.
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'LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH PROPINSI N ,
KALIMANTAN TENGAH.

g NOMOR 8 LAHUN 2000.

- TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS XEHUTANAN

WAKIL KEPALA "INAS
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HUTAN UNDANGAN
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LAMPTiAN 11 PERATURAN DAKKAH PHODIND
KALIMANTAN TENGAH.
HOMOR 8 LAMUL 2000,
TANGGAL 16 NOVEMBER 20C0

KEPALA DINAS PERTANIAN

WAKII, XEPALA DINAS

ikt
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| | PERBENTHAN PENYULUHAN INVESTAST
- 2 -
SEKSI L SEKSI SEKSI SEKSI
ALAT DAN MESIN PERLINDUNGAN KELEMBAGAAN _ - PENGOLAHAN
i { TANT HASIL
; -
SEKSI SEKSI SEKSI
’ L~ AGROINPUT TANAMAN HIAS, OBAT- L PEMASARAN
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\
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LAMPIRAN 111 PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 'LAHUN 2000,
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN
DAN 1

YA IINE)
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LAMPIRAN TV DPERATURAN DAERAIL PROPINSI
KALIMANTAN TENGAII
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANCGAL, 16 NOVFMHER 2000

T RMUALA DA
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W/\Kll, KEL ,’\I./\ DINAS
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PERENCANAAN | | KEUANGAN RUPECAVATAN KAPAN
. 1 - - S I
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BINA PRASARANA DAN SARANA BINA TPRODURS 1 AINA SUMBER LAYATI PINA ';mmrl\ DAYA BINA USAHA
PERTKANAN
] R | S | T “_____.__.._.__T J
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LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 L'AHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN |
DAN TELEKOMUNTKAST

WAKIL KEPALA DINAS
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROPINGT
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAMUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PEKERIAAL
UMM

] WAKIL, KEPALA DINAS
‘\ [ e .
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LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR & aHUN 2000,

TANGGAL NOVEMBER 2000
—
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN]
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I oy
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LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROPINS
KALIMANTAN TENGAH.
NoMor 8 LAHUN 2000,

TANGGAL 16 NOVEMBER 2000
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; LAMPIRAN 1X PERATURAN DAERAH PROPINST
i KALIMANTAN TENGAH

* NOMOR 8 NOVEMBER 2000,
! TANGGAL 16 NOVEMBER 2000
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PENYUSUNAN || PENCEGRHAN PENYAKIT || |— AN, MAKMIN DAN PENGO- —1SARANA DAN PRASARANA Gzl
ANGGA BATAN TRADISIONAL KESEHATAN
oSS oy soudi o] | L] sSSP HEA T -
PENGEMBANGAN KESRMATAN| | Foor " A KESEINTAN ‘
. r urto -
—L——«-— ] ] GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
; IS
! ASMAMWI AGANI

di Palangka Raya
1 18 HOVmdsigr 2000,

! . Diundangka
pada tangga

SEKRETARIS DAFRAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH, -

X e
T.EMPARKT TARRAH PROPTNST KALTMANTAN TENGAH

TAHIT 2000 NOMOR il




LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAIL,
NOMOR 8 'LAUUN 200U.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
DAN KEBUDAYAAN

WAKIL KEPALA DINAS

C L BAGIAN TATA USAHA }
KELOMPOK - .
JABATAN [
FUNGSTONAL [ e | — T
HHH- A SUR BAGIAN SUB BAGT AN SUR BAGIAN SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN KEUANG. KEPECAWATAN UMUM
. f 1 ST D I BRI |
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB  DINAS SUB DINAS
BINA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR PENDIDTKAN MENEHGAH DAN PENDIDIKAN LUAR KEBUDAYAAN
PERGURUAN I INGG1 SEKOLAL
R | R | S 7 T R
- SEKS] SEKSI SEKET SEKSI EKSI SEJARAH &
|| PENYUSUNAN RENCANA | |—  SEKOLAH DASAR || SEKOLAIl MENENGAH | [ PENDIDTKAN || NTAT TRADISIONAL
PROGRAM UMUM MASYARAKAT BAHASASBUDAYA DAERAH
SEKST SEKSY SEKSI SARANA DAN SEKSI
L1 PENGUMPULAN DAN || sexotAn TUAR BIASA || [—|  sexobmt werincan | —| DhAShRARM Rewpionkan| |— PERMUSEUMAN
PENGOLAHAN DATA KEJURUAY TUAR SEKOLAH
. SEKST SEKSI R SEKST SEKST 1 SEKS] PERLINDUNGAN
| IMONITORING PENYUSUNAN | |—-| SEKOLAH LANJUTAN || SARANA DAN DRASARANA | |-—|  PENDIDIKAN —| PEMBINAAN pmmGGAL—
RENCANA PROGRAM TINGKAT PERTAMA PENDIDIKAN USIA DINI AN SEJARAH
SIKSY PENGEMBANGAN PEN SEKST SEKST PERGURUAN o sEkst SEKSI
LI DIDIKAN DAN KERUDAYAAN| L— SARANA DAN PRASARAN:.|| L-—{ TINGGT DAN PENGEM- -1 PUNDIDIKAN DASAK | L—]  PENGEMBANGAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENDIDIKAN BANC}\N PERDTDTKAY TLUAR SEKOLAII KESENTAN

umn h
l.I . l GUBKRNUR KI\I./IH%H'[‘AN TENGAH, /

AGMAWT  AGANT

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOV waiswy U000,

SEKKETARLS DAERAH PR
KALTMANTAN TENG

i LIMBARAN [ PROPINST KALTMANTAN TENGAH

TAHUN 2 HOMOR b




LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH P?OPINSI

'I‘ANGGAL1 NOVEMBER 2000

KEFALA DINAS KESEJAHTERAAN

5081

WAKIL KEPALA DINAS

- [BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN '
FUNGSIONAL
N f . 1
—{ { ]1 H { { {JL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
- UMOM KEUANGAN KET TGAWAIAN
- T I m]
SUB_DINAS SUB_ DINAS SUB_ DINAS SUB DINAS
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL BINA REHABILITASI BINA ORGANISASI DAN
SOSTAL BANTUAN SOSIAL
] 1 1 7
SEKSI SEKSI SEKSI | SEKSI BIMBINGAN
- MONITORING DAN - PENYULUHAN DAN . REHABILITASI || PEKERJA SOSIAL DAN
- EVALUASI BIMBINGAN SOSIAL PENDERITA CACAT SUMBANGAN SOSIAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN KESEJATERA||l—{  REHABILITASI 3ANTUAN KESEJAHTERAAN
AN MASYARAKAT TUNA SOSIAL SOSTAL
SEKSI SEKSI PEMBINAAN SEKSI REHABILITASI
L{ PENGUMPULAN DAN L KEPARLAWANAN DAN | "UANAK NAKAL DAN | PENANGGULANGAN
PENGOLAHAN DATA _ | PERINTIS KEMERDEKAAN KORRAN NARKOTIKA KORBAN BENCANA
SEKSI SEKSI
' L—{  BIMBINGAN KARANG || ORGANISASI SOSIAL
TARUNA

GUBERNUR KALIMANTAN TENG//////

—,—:::.‘——
ASHAWI AGANI

Diundangkan @i Palangka Raya

pada tanggal 18 KOV mapsit 2000.

SEKRETARIS DAERAH ﬂRO NSI

QIu\[,n/urmmm TENGAH,_
A/xm N
'UM)M‘,I{M[ PROEL){SI KALTMANTAN TENGAH

RN 2000 HOMOR




LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROPINSI

KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 'TAHUN 2000.

TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PERKEBUNAN |

WAKIL, KEPALA DINAS |
, S —«—--w-mi BAGIAN TATA USAHA J .
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSTIONAL e y
-{-H«;[—{-_}H«} SUB BAGIAN SUT BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
0 VO B 0 UMUM KEUNHGAN KEPEGANAT AN HUKUM & ORG
f 1 Ty 1 1
SUB_DINAS BINA SUB_DINAS SUB_DINAS SUB DINAS SUB_DINAS
PERENCANAAN PRODUKSI PROTEKST PENGOLAHAN DAN KELEMBAGAAN DAN
. PEMASARAN SAPRAS
— ] i T O S | R
( SEKST SEKST ’ [ SEKST ~SEKSI SEKST
\~| PENDATARN & STATISTIK | —|  PEMBIBITAN DAN PENGAMATAN DAN -~} PENGEMBANGAM DAN |~} KELEMBAGAAN USAHA
('l PERBENTHAN | THRAMALAN OPT STARDARISAS] TPH
SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI SEKST SEKSI
PERUMUSAN PROGRAM DAN| [-—{, DAN STANDARD TEKNIK {| t-—-|{ PENGEMIANGAN DAN | PTO PENGOLAHAN || SARANA DAN PRASARANA
ANGGARAN PRODUKST STASTTRK B. OPP HASTT. :
; T Lo
' SEKST SEKS] SERsT SEKS] SEKSI
TATA RUANG DAN || EKSPLORAST PRODUKSI|] l——] PENGHNDALIAN OPT | PENGENDALIAN Muty | l—| PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN | HASIL INVESTASI
SEKSI SEKS] ] “Tarks1 T Temkst SEKSI
EVALUASI _DAN L] PTO. PPRDI L-|  PENGENDALIAN DAN PEMASARAN - PENYUZUHAN
PELAPORAN PENGAMANAN KERUN

SEKRETARIS DAER PROPINGT
I IMANT 3

PRy P e

—

[y
TEMRAPAN DARPAT PROPTNST KATLIMANTAN TENGAH
CAHUN 2000 Posor 0.




LAMPIRAN XIT11 PERATURAN DAERAH PROPINST
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 LANUN 2000,
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS PARITWISATA
DAN SENL BUDAYA

WAKTL KEPALA DINAS

,~»~~——»——-—-—-~—~J BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK '
JABATAN
FUNGSIONAL [ N
b SUB_BAGIAN SUB_BAGIAN SUB_BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM
e T oy . 1
SUB DINAS SUB_ DINAS SUB_DINAS
RINA SENT BUDAYA BINA SARANA_ DAN BINA PEMASARAN
OBYEK PARIWISATA
o T T Y R
- SEKST ] ~SEKSI B SEKST
PESONA SENT AKOMODAST , RUMAH | PROMOST paN
L BUDAYA MAKAN DAN’ BAR PEMASARAN
) SEKSI B gEKSI SEKSI i
|  PESONA  SENI KRIYA — USAIA  JASA - BIMBINGAN
DAN RUPA MASYARAKAT
SRKST T SEKsT  SEKSI
—|  PERTUNIJUKAN  DAN | REKIERST  DAN | DOKUMENTASI DAN
TRAKSI HIBURAN ~ UMUM INFORMAST
N S T TeEkst SEKST
L PESONA SEJARAH L—{  OBYEK PARIWISATA L  PENGENDALIAN DAN
DAN PURBAKALA ANALISA PASAR

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 NOVaEuBLK 2000.

v SEKRETARIS DAE
. KALTMANTAN

P AT

TTHWK&%N(UARRAE(PRORTNSI KAT,IMANTAN TENGAH
T garn




LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROPINST
KALTMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

T

T ] S — l BAGIAN TATA USAIA I
KELOMPOK S
ABATAN [ .
FUNGSTONAL [ S i : . 1
—FI~I:]_~|-]—IL1< SULs BAGTAN SUR BAGTAN SUR BAGIAN SUB BAGIAN
PERLENGIAPAN KEUANCGAN KEPEGAWATAN UMUN
[ S I U Y SRS N . R T _
SUB DINAS SUB DINAS | SUB DINAS PELATIHAN SUB DINAS HUBUNGAN
PERENCANAAN DAN PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS THDUSTRIAL DAN PENGAWAS
DAN PERLUASAN KFRJIA TENAGA. KERIA AN KETENAGA KERJAAN
T o S | S _ ]
SEKST - T T sEks ' T kst o SRKST
RENCANA DAN PROGRAM TENAGA KERIA PELATTHAN FERACA | PERSYARATAN KERJA
3 MARDIRT KERIA DAN DERSELISTHAN
SEKSI SEKSI [ _-_”_EEKEI.__"—_—- SEKSI_HUBUNGAN INDUS-
—  INFORMAST. KETENAGA ! PENYALURAN DAN PEMEM|| |—- STANDARISASI DAN —-JTTAL DAN ORGANISASI
KERJAAN PATAN TENAGA KERJA SERTIFIKASI PEKERJA & PENGUSAHA
SEKST SEKSI SEKST
PERENCANAAN TENAGA L] TEKNOLOGI STEPAT GUNA|| || PEMAGARGAN- DALAM ——{NORMA KFTENAGA KERJA-
KERJA & PERLUASAN ~ KERJA DAl LUAR NEGERT AN DAN JAMSOSTEK
SEKSI SEKS] _J SEKSI
| EVALUASI pan L _| BIMBINGAN PRODUKTI- | LINGKUNGAN DAN
PELAPORAN : FITAS TENAGA KERJA | KESELAMATAN KERJA

pada trnagal 1 HOV daldic 2000,

I p-—{, POADOT T AT TMANEY TN

[ E I




LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROPINSIT
KALIMANTAN TENGAH,
NOMOR 8 1TAHUN 2000.
TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

KEPALA DINAS DENDAPATAN
PAERAl

WI\KI! KIP/\II\ DINI\‘

( 1 - ————{ PAGIAN TATA USAHA ‘
KELOMPOK !
JABATAN
FUNGSTONAL -
[ 1 1
ot T SUB_BAGTAN SUB BAGIAN SUB_BAGIAN SUB_BAGIAN
UMM KEUANGAN REPEGAWATAN 3
f T T T .|
: SUB DINAS SUB DINAS SUB_DINAS SUB_ DINAS SUB DINAS
" PENGEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI BUMD DAN PENKERIMAAN DANA PERIMBANGAN PENGAWASAN DAN
LATNNYA PEMBINAAN
[V | ———— ] ] T
: KSI SEKST M T T sekst st | SEKSI
o PE! CANAAN pom] PAJAK DAERAN e e BUMD BAGI }{AolL PAJAK —-1 PENGAWASAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN MATERIAL
SEKSI SEKSI T Tamkst ) r ST
HUKUM DAN RETRIBUSI DAFRAH e IAIL [f\IN PAD '%N'I H/\"If DA — PEMBINAAN TEKNIS
PERUNDANG-~UNDANGAN ADMINISTRAST
SEKST SEKSI [SEEST PINJAMAL DAERAIL SEKST
" ANALISA PELAPORAN b SENGKETA DAN —--{DAN LAIN-LAIN PENDA - H\U I)A'J DEK e EVALUAS] HASIL
PENDAPATAN DAERAN DOLEANST PATAN DAERAH YANG SAlf PENGAWASAN

GUBRERIUR. KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWT AGANT

Niundangkan di Patangka Raya
pada tanggal 18 NOV kBl 2000,

SEKRETARIS DI\ERAI«LI OPINSI
MANTAN GAH,

. NIHIN.

LEMRALRIE DARDAT PROPTHAET KALTMANTAN TENGAH

TAMUN 2000 poenn D2




LAMPIFAN XVI PERATURAN DAERAH PROPINSI

KALIMANTAN TENGAH.
NoMor 8 LAHUN 2000.

TANGGAL 16 NOVEMBER 2000

"KEPALA DINAS KEHEWANAN
WAKTT, KEFALA DINAG
e R e -l”fu((“u\-ri TATA USAIA- ‘
KELOMPOK '
JABATAN [
FUNGSTONAL [ } " -
- SUR BAGIAN SUB BAGIAN SUB_ BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEURNGAN KEPEGAWAIAN DAN UMM
BERLENGKAPAN :
[ . | _ e I o b
SUB_DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS ,
BINA PRODUKSI BINA KESEHATAN RINA USAHIA PENGEMBANGAN
HEWAN
! et ] R | T I SR R .
ExsI “Tsekst "SEKST PENGEMDANGAN
— KESEHATAN MASYARAKAT - ~| PERMODATAN, PROMOST! [|-—{ SISTEM PELATIHMAN
VETERI DAR INVESTASI DAN PENYULUHAN
i SEKSI '“msﬁé'i__*’__# SEKSI PENATAAN DAN
| | PENCEGAHAN DAN PEMBE- —-—- PEMBERDAYAAN USATIA ——{ "KEL.FMBAGAAN PETANI
“ RANTASAN PENYAKIT
’; s I sErsI - SEKSI PENGEMBANGAN
| ——{ _ PENGAMATAN DAN —-| PENGOLAIAN HASIL | LAHAN DAN LINGKUNGAN
| § PENYIDIKAN PENYAKIT HIDUP HEWAN
| bl I T
j o SEKSI_PENGAWASAN ORAT { SEKST t n SEKSI
s ¢ PENERAPAN TEKNOLOGT, DAN PELAYANAN KESEHAT -] DPEMASARAN —-| PELESTARIAN DAN
' v ~"ALAT DAN MESIN AN HEWAN PERI,TNDUNGAN HEWAN
| R
| ASMAWI AGANT 3
N
[ - Diundangkan di Palangka Raya
: pada tanggal 148 NOV mviisk 2000,
! SEKRETARLS, DARRAL PROPTHSI
} KALTMANTAN TENGAH
! ' AN HIHIN,
i
: LEMBARAN DAVRAY PROPTHGT KALIMANTAN TEMGAR
TR 2000 Mesenn e
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LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROPINSI -
KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 8 LAHUN 2000.
TANGGAL, 16 NOVEMBER 2000

KTPAIA DIVAS KYPFNDUDUKAN
DAN TRAN%MI(RAnI

NAKIL KEPALA DIHA"

[ | BAGIAN TATA USAHA J
KELOMPOK e

FUNGSIONAL [ - T )
- SUB BAGT AN SUR_BAGIAN SUB BAGI?™! SUB BAGIAN
ROGRAM KEBEGAWALAN KEUANGAN UMM
; [ — T T o 1
.SUR DINAS PENYEDIAAN SUB DINAS SUR_ DINAS SUB_ DINAS
i “INFORMAST KEPENDUDUKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MOBILITAS & PERPINDAHAN PENBERDAYAAN MASYARAKAT
; ;" DAN POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI PENDUDUK TRANSMIGRASI .
— S| — S— -
" [ SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI SEKS] SEKSI
! SISTEM DAN TEKNOLOGI| | -{ PENYEDIAAN ARFAL —{ INDENTIFTKASI PENYE- - PROMOST DAN
. INFORMAST BARAN_ PENDUDUK MOTIVAST
: SEKSI SEKSI_PERENCANAAN SEKSI SEKSI
: BENGUMPULAN DAN - TEKNIS KAWASAN PENGARAIAN - PARTISIPAST
ENGOLAHAN DATA DAN AMDAL MOBILITAS MASYARAKAT
: SEKST SEKSI - GEKST SEKST ]
L ANALISIS DAN —{ PERDAYAGUNAN SUMBER ~{FASILITAS] PERPINDAH- —-| PENGEMBANGAN USNIA
EVALUAST DAYA KAWASAN AN’ PENDUDUK FKONOMI DAN INVESTASI
| SEKSI SEKSI ‘SHKSI PENINGKATAN SEksl
—{.  PELAPORAN DAN FASILITAST PENGEM- L—  MUPL KETRAMPILAN L] SOSTAL BUDAYA
| .| " DOKUMENTASI BANGAN KAWASAN TRANEMIGRAST
! GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
} .
3 / .
| -
. ASMAWT] AGANT
! Diundangkan di Palangka JRaya.

pada tanggal 18 Nov s e 2000,

SEKRETARIS DAERAL R?PINST
A KALIMANTAN ZENGA
\\.\,7//,’///‘

AR AR R

! \5““"ﬁ1 CARRAIL PROPTNST KALTMANTAN TENGAH

SR 00T e L






